
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGl(AT 0 
BLORA 

// Menimbang 

. Mengingat 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I BL.ORA 
N0H0R 18.TAHUN 1998 

TENTANG 

RETRIBUSI PELt)VANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN 

. DENGAN RAHMAT T.UHAN YANG MAHA· ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA 

: a. bahwa dengan · telah ditetapkanny_i . · P~i-;ituran 
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagai~ peltksanaan 
dari Unqfing-undang Nomor · 18 Tahun · ):997 .. ::tentjmg 
Pajak oderah dan Retribusi 0aerah" maka, Peraturan 
Oaerah Kabupaten Oaerah Ti ngkat Ir· B,l~ra ·:tentang 
Pajak 0aerah <Ian Retr.ibusi Daerah per\u disesuai- · · · 
kan; ' , ·· · · 

b. bahwa untuk melaksanakan penyesua;ian: :set>.gaim~na . 
dimaksud huruf a diatas. maka perlu -~ehyusun dan 
menetapkan Peraturan Oaerah Kabupaten Oaerah .. 
Tingkat · 11 stbra tentarig Retribusi PeJayanaff1c' Per-
sampahan/~eber$ihan. · 

'' ;. :i 

: 1. Undang ·-'. unda:,hg Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan · 0aer'ah-daerah Kabupaten 0ala~ ·L'1&9kungan 
Propinsi Jawa Tengah (Berita NegaPa ~epublik 
Indonesia:: Tahl1n 1950); · · 

. . i 

.. 
2. Undang-u11dang Nomor 5 Tahun 1974 tehtang Pokok

pokok Peinerin"t:ahan Di Oaerah (Lemb~ran ·:. Negara 
Republik ; Indonesia Tahun 1974 Nomor ,a.. fambahan 
Lembaran 'Ne9at71 Republik Indonesia. No,o·r 3037); · 

3. Undang-undang :' Nomor 8 Tahun 1981 t~ntang Hukum 
Acara Piilana (Lembaran Negara Republ .ik Indonesia· 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LemBaran. Negara · 
Republik lndor1Hsia Nomor 3209); · · 

;,,,, 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tent~ng. K~sehata,n .. 
(Lembararf Ne44flra -Republik Indonesia! Tah4n 1992 
Nomor ioo. ~am~anan. Lembaran Negaf,a Republik 
Indonesia"' Nom&,~ 3495); . 1,i . 

5. Undang-undang ·· ... Nomor .18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Oaerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran, Negara 
Republ i k ' Indonesia Tahun .1997 Nomor 41. · ·fambahan 
Lembara.n Negar~ ·Republik Indonesia Nom~r 3685); . · 

"' 
6. Undang-unaang:Nomor '13 Tahun 1997 tentfAng · Pengelo-

.. ·'., 

•.·.· 



II 

, 

t I 

7" Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 
Retribusi Oaerah ( L.embaran Negara 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 3692 ); 

tentang 
Republik 
Lembaran 

8. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Oaerah; 

9. Peraturan Menteri Oalam Neger-i Nomor 2 Tahun 1996 
tentang Perubahan Peraturan Henteri Oa.lam Negeri 
Nomor 2 Tah~n 1994 tentang Pelaksanaan 1'.\nggaran 
Pendapatan dan Belanja Oaerah: 

Per-utLwan. Menter·i Dalam t·Je,ged_ Ncimor 4 

tent..,:1.ng Pt':}nyid.ik Pega,..,ai Ne•gE.•1-·i Sipil cli 

Pr.::m0r· in tah Ddcrah. 

Tah~m 1997 

Lingkungan 

\' ~ Keputusan Henteri Oalam Negeri Nomor l.74 Tahun 1997 
> tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Oaerah; 

Keputusan Henteri Oalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 
tentang Tata Cara Pemeriksaan Oi Bidang Retribusi 
Oaerah; 

Keputusan Menteri Oalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 
tentang Tata Naskah Oinas Di Lingkungan Pemer·intah 
Kabupaten/Kotatnadya Oaerah Tingkat II; 

Keputusan Henteri Oalam Negeri Nomor 1..1.9 Tahun 199(~ 
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Re·tribusl 
Oaerah Tingkat I dan Oaerah Tingkat II" 

Peraturan Daerah Kabupaten Oaerah Tingkat II Blora 
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Oaerah 
Tingkat II Blora ( Lembaran Oaerah Kabupaten 
Oaerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor S Seri o 
Nomor 4)" 

Oengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Oaerah 
Tingkat II Blora 

H E H U T U S K A N 

Henetapkan : PERATURAN OAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I BUlRA 
TENTANG RETRIBUSI. PELAYANAN PERSAHPAHAN / ,J<.EBERSIHAN. 

BAB I 

Kf.TENTUAN UNUM 

Pas.al 1 

Oalam Peraturan Oaerah ini yang dimaksud dengan; 
a. Daerah adalah Kabupaten Oaerah Tingkat II Blora; 
b. Pemerintah Oaerah adalah Pemerintah Kabupaten Oaeratl 

Blora; 
Tingkat II 



• • 

dM Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang selanjutnya 
disebut retribusi adalah pungutan daerah $ebagai pembayaran atas 
ja.s.a pelayanan persampahan / kebersihan yang disediakan oleh 
Peme.rintah Oaerah; 

•. e- WB.j ib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribu$i diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi,. termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
tertentu; X Surat Pellberitahuan Retribusi Oaerah yang selanjutnya disingkat 
SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk 
melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang ·terutang 
menurut Peraturan Daerah; 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah Surat Keputu:san yang menentukan besarnya. j umlah retr·ibusi 
terutang; 

~ "h. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan ·r batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari 
Pemerint~_h l);u:.rBh.;; _ -~ 

k~ Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan 
nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, 
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang 
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap 

~ ,serta bentuk badan usaha lainnya. 

~- Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu 
dibidang retribusi daer-ah sesuai dengan peraturan 
perundang - undangan yang berlaku. 

V\ 

~ ll~R;;; ~b~pc l:;~t;~b~~~;;~u:Hna/}~it•:a.haR/Kill:>ec s i ban. 
l Pasal 3 

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan persampahan/kebersihan" 

Pasal 4 

Subyek Retribus.i adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan 
pelayanan persampahan/kebers.ihan. 

B fl B III , 

GOLON<lf\N RETRIBUSl 

Pas.al 5 

Retribusi ini termasuk Golongan Retribusi Jasa UmumN 

BA 8 IV 

CARA MENGUKlJR TINGKAT PENGGUNAAN JASf) 

Pasal 6 

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jumlah .. klasi
fikasi tempat/usaha, volume dan waktu pengangkutan. 



e 

a A a v 

PRINSIP PENETAPAN. STRUKTUR OAN BESARNYA 
TARIP RETRIBUSI 

Pasal 7 

Prinsip penetapan tarip retribusi adalah untuk biaya: administrasi. 
pengangkutan. penampungan sampah. pemusnahan/pengolahan sampah dan 
pembinaan .. 

Pasal a 

Struktur dan besarnya tarip retribusi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Oaerah ini. ·· 

(1) 

(2) 

(3) 

··a A B VI 

TATA CARA PEMUNGUTAN OAN WILAYAH PEMUNGUT#;\N 

Pas.al 9 

Retri~~ dipungutb dengan.menggunak~n SKRD atau d9,_k~en lain 
yang <M~samakan .. tClku~tiv, rc,tfi_b u..~1 •h'o(.~tc ~&\i <-tri 'oOtoP\..q ~a~. 

Pemungut~ retribusi pada· pri nsipnya (ti;i:~ dapat a?!al i hkan 
kepada Pi'fiM.\. ke~i.ga/dib<frqngkan. (Lth~tte-t ~ Cl'-f'-~ ~~ 
f'.'\Y\ 9fqt.p,tf-rw ~UIJ.ll\_ l"-lll\ ~ ~'Pt~Gt"-l~tc;:a~. · v , · au · 

Retribusi terutang dalam masa r~tribusi. terjadi pada saat 
mendapa~n pelayanan persampahan/kebersihan yang dis.ediakan 
oleh Pena~intah Oaerah .. 

( 4) Hasi l put~n retribusi seb. agaimana dimaksud Pasal }) 
Oaerah ini isetor ke Kas Oaerah secara brutto~ 

,·' 

Peraturan 

Pasal 10 

(1) Setiap ajib Retribusi wajib mengis· SPTROn , 

~ (2) SPTRO e dimaksud a. at (1) pasal i~ / diisi dengan 
jelas. be dan lengkap se a ditandata~ oleh Wajib 
Retribusi kuasanya_ ,, 

(3) Bentuk., 
Oaerah .. 

dan tata cara 

Pasal {0-
, Retribusi dipungut di Wi layah Oaerah. 

8 A B VI zt _ 
TATA .CARA PEHBAYARAN 

Pasal 12 

ditetapkan oleh Kepala 

(l) Kepala Oaerah menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 
penyetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari 
setelah saat terutang. 



(2} SKRO. SKROKB BT. STRO. Surat Keputusan Pembetulan. Surat 
Keputue.an Ke 1ar n dan Putusan Sanding yang menyebabkan j umlah 
retribusi yan harus dibayar berta11tbah. harus dilunasi dalam 
jangka waktu p ing lama .l. (satu) bulan sejak tanggal diterbit
kannya .. 

(3) Kepala Oae ah a as perrnohonan secara tertulis dalam Bahasa 
Indonesia ri Wajib Retribusi. dapat memberikan persetujuan 
kepada Wajib tribusi untuk mengangsur atau menunda pembavaran 
retribusi d n dikenakan bunga sebesar 2 t (dua peraenJ setiap 
bulanM 

Tata cara pembayaran. tempat pembayaran. penundaan 
ret~·ibusi diatur dengan Keputusan Kepala Oaerah. 

BAB 

TATA CARA PENAQIHAN 

Pasal 13 

pembayaran 

(1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 
7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan 

mengeluarkan 
lainnya yang 

surat bayar/penyetoran atau surat 
sejenis sebagai awal tindakan 

pelaksanaan penagihan. 
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 

surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, 
wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang. 

(3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk . 

... ,... ............ n,w,;a .. w ''"-'""' .._...., .... ...,.,. .,,vx;a,,c,, .. u,, L.1.11ut1K p.1ya1,a <.J.l 

bidang retribu$L 

(2) Ka.daluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) 
panl ini. tertangguh apabila: 
a .. Oiterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau; 
b" Ada pengakuan utang retr ibusi dari Waj ib Ret:.ri.bu~.i bai k lang-· 

sung maupun tidak langsung" 

~ ~l Xt 

TATA CARA PENGHAPIJSAN PlllTANG RETRIBUSl 
YANG KAOALUWARSA 

Pasal l.5 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 
untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus~ 

(2) Kepala Oaerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piuta.ng Retribusi 
Oaerah yang sudah kadaluwarea sebagai dimaksud ayat (1) pasal 
ini. 
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a A a xr/ 

SANKSI AOHINISTRASI 

Pasal 16 

. Oalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar. dikenakan aanksi administrasi berupa bunga sebesar 
2 t (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang 
tidak atau kurang bayar dan dit~gih dengan menggunakan STRO. 

(1) Pelaksanaan 
ditetapkan 

8 A 8 XIII 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

Pas.al 17 

tekni& atas berlakunya 
oleh Kepala Oaerah. 

Peraturan Oaerah ini 

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Oaerah ini. dilakukan oleh 
Inspektorat Wilayah Kabupaten Blora. Bagian Ketertiban dan 
Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Oaerah. 

(3) Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat 
(.l) dan ayat (2) pasal ini,. di6erikan biaya operasional yang 
besar dan pembagiannya,. diatur dalam Surat Kepu~usan Kepala 
Oaerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Oaerah" 

8 A B ~ XlV 
KETENTUAN PIOANA 

F'asal 18 

(1) WaJib rertibusi yana tidak melaks~nakan kewajibannya 

sehintJQ•'¼ 

kur·ungan 

merugih,1.n kcc>uang,:.a.n Dc:~er·.jh diancam p.idana 

pa 1 ing I ama !;; ( enam) ; bu 1 an a t.:\U d1~nda 

paling banyc:•.k 4 (empat) kali juml,,<alh 1-etr·it:,usi )iang 

t,.,n·u tarrg. 
(:?) T:inda.k pidar,a sPbagaima1·1.:.1t t~imaksud ayat ( 1.) pc1.s.;:d 

ini adalah pelanggaran. 

(:2) Wewonang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini .. 
adalah: 
a .. Menerima,. aencari,. mengumpulkan,. dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi 
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas; 

b- Heneliti. mencari. dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
tersebut; 



·1 
·. i~ . 
. /'~?t ., ... 

(3) 

c. Heminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi 
da-erah; 

q. Hemeriksa buku-buku., catatan-catatan dan dokumen..;dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 

I"). Helakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti 
.:,embukuan. pencatatan •. dan dokumen-dokumen Iain. serta 
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 

·r. Hentinta. bantuan tenaga ,shli dalam rangka pelaksanaan tuga:!ii 
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daEWah; 

g" Henyuruh berhenti. melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada s.aat pemeriksaan sedang berl.angsung dan 
memeri ksa identi ta$ orang dan a tau dokumen ·yang dibawa 
5ebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. Hemotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang 
retribusi daerah; · 

i. Hemanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 

j" Henghentikan penyidikan; 
k. Helakukan tindakan lain cyang perlu untuk kelanca~an penyidi-

kan tindak pidana di bi~ng retribusi daerah menurut hukum. 

Penyidik $ebagaimana dimak&.µd ayat (1) pasal ini,. memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan' menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada Penuntut umum., se:suai dengan ketentuan yang diatur Oalam 
Undang-undang NOfltor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

B A B xv-1 . 
KETENl'UAN PEHUTUP 

P4sal 20 

(.t) Hal-·hal yang belum diatur dalam Peraturan Oaerah fni. sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebfh lanjut oleh Kepala 
Oaerah. 

(2) Oengan berlakunya Peratura.n Oaerah ini,. maka Peraturan Oaerah 
KabuPaten Oaerah Tingkat II Blora NOIAOr 9 Tahun 1995 tentang 
Penyelenggaraan Kebersihan (Lembaran Oaerah Kabupatan Oaerah 
Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1995 Seri B Nomor 3) dinyatakan 
tidak berlaku lagi_ 

(3) Peraturan Oaerah ini mulai berlaku ~ada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang <iapat 
pengundangan Peraturan Oaerah i ni 
Lembaran Oaerah. 

J A HJC.A N 
• lteputuna Meaurl Da 

·. _,;,... J llepubllk hdonu.Ja 
.......a.&-... • ..../SJ~. ·-=l':l - .,.L....r\_ . ,,,,u . 

mengetahui nya. raemer· i ntahkan 
dengan penelftPatannya dalam 

Ditetapkah di Blora 
pada tanggal 29 Oktober i998 

KEPALA OAERAH 
__.-..._ --. BLORA 

I 
f.r 

TINGKAT II 

m.Jit.:ft,AK'-"'Jii
11 HARO.JOPRAWIRO., MBA 

lt, 
,/ 
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PENJELASAN 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN OAERAH TINGKAT II BLORA 
NOMOR 18 TAHUN 1998 

TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAHPAHAN/KEBERSIHAN 

PENJELASAN lJHUM" 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Pemerintahan Oi Oaerah,. Pajak Oaerah dan Retribusi 
oaerah merupakan sumber pendapatan daerah., agar daerah dapat 
melaksanakan otonominya. yaitu mampu mengurus dan rnengatur rumah 
tangganya sendiri. 
Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi 
sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah s.erta dapat meningkatkan kesejahteraan ma
syarakat. Oleh karena itu. diperlukan ketentuan/landasan hukum 
yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Oaerah Tingkat II 
khU$USnya Pemerintah Kabupaten Oaerah Tingkat II EHor-a dalam hal 
pemungutan retribusi~ 

Sehubungan dengan talah ditetapkannya Undang-undang 
Nom()r 18 Tahun 1997 tentang Pajak Oaerah Dan Retribusi Oaerah. 
maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak <:tan Retribusi 
di Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-undang 
diuksud~ 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 19?7 
tentang Retribusi Oaerah yang merupakan peraturan pelaksanaan 
dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997. Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebensi han di tetapkan menjadi salah satu jenis 
retribusi daerah" Oalam rangka me.njamin ketertiban dan pelayanan 
kepada mas.yarakat yang mendapatkan pelayanan i:-,ersampahan/keber i
han. maka diperlukan pengaturan retribusinya yang dituangkan 
dalam Peraturan Daerah. 

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 

Pasal 1 huruf a s/d . Cukup jelas. . 
huruf f 

Pas.al l huruf h ~ - Retribusi yang pembayarannya dengan . 
,nenggunakan SKRO masa retribusinya l 
(satu) bulan. 

- Retribusi yang pembayarannya dengan 
menggunakan dokumen lain yang dipersama-
kan dengan SKRO masa retribusinya 
harian .. 

Pas.al l huruf i s/d : Cukur, jelas. 
huruf k 

Pasal 2 s/d Pasal 3 = Cukup. jelas. 



fl 

Pasal 4 M Yang . dimaksud dengan Badan adalah suatu 
bentuk badan ugaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas,. Perseroan Komanditer,. Perseroan 
lainnya,. Badan Usaha Hilik Negara atau 
Oaerah dengan nama dan dalam bentuk apa
pun,. pers.ekutuan,. perkumpulan,. firma,. 
kongsi,. koperasi. yayasan atau organisaei 
yang sejenis.. lembaga.. dana pensiun,. 
bentuk usaha tetap serta bentuk badan 
us.aha, lainnya. 

Pasal 5 :: yang dimaksud dengan jasa umum adalah 
kegiatan Pemerintah Oaerah Qerupa usaha 
dan pelayanan yang menyebapkan barang,. 
fasilitas., atau kemanfaatan lainnya untuk 
tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan-

Pasal 6 s/d Paul 8:: Cukup jelas" 

Pas.al 9 ayat (l) 

Pasal 9 ayat (2) 

·Yang, dimaksud dengan dokUl'lten lain yang 
dipersamakan antara lain berupa karcis 
masuk. kupon. kartu langganan_ 

: Yang dimaksud dengan tidak dapat diborong
kan adalah bahwa seluruh pro$es kegiatan 
pemungutan retribusi tidak dapat diserah
kan ,.kepada pihak ketiga. ,:Namun dalam 
penge,tian ini bukan betarti bahwa 
Pemer;intah Oaerah tidak dapat;bekerja sama 
dengan pihak ketiga. Oengan sangat selek
tif ~alam proses pemungutan retribust. 
Pemerintah Oaerah dapat bekerja sama 
dengan badan-badan tertentu yang karena 
proft:isionalismenya layak dipercaya untuk 
i kut melaksanakan sebagian tugas pemungu-· 
tan j_enis retribusi secara lef?ih efisien. 
Kegiatan pemungutan retribus;t yang tidak 
dapa~ dikerjasamakan dengan pihak ketiga 
adalah kegiatan perhitu119ijn besarnya 
retribusi terutang. pengawasan penyetoran 
retribusi dan penagihan retribusi _ 

Pasal 9 ayat (3) s/d: Cukup jelas. 
ayat (4) 

Pasal 10 ayat (1) 

Pasal 10 ayat (2) 
s/d ayat (3) 

_ ·- Kewaj iban untuk mengisl SF,>TRO berlaku 
bag.i waj ib retribusi yang· menggunakan 
jasa pelayanan pemerintah oaerah secara 
ter'us menerus. periodik dan berlangga
nan. mis.al : bulanan, tahunan .. 

Bagi waj ib retr'ibusi yang menerima jasa 
pelayanan secara langsung· dan tidak 
periodik,. tidak diwajibkan ;ntuk mengisi 
SPTRO dan pembayaran retribusi dapat 
menggunakan karcis dan dokUfffen lain. 

: Cukup jelas .. 

Pasal 11 s/d :: Cukup jelas" 
PA~Al 14 ~vn~ (1\ 
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Pasal 14 ayat (:2) 
huruf a 

huruf b 

: Dalam hal diterbitkan Surat Teguran,. 
kadaluwarsa penagihan di hi tung sejak 
tanggal penyampaian Surat Teguran tert.e"· 
but" 

: - Yang dimaksud dengan pengakuan utang 
retribusi secara langsung adalah wajib 
retribusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang retribusi dan 
belum melunasinya kepada Pemerintah 
Oaerah. 

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang 
secara tidak langsung adalah wajib 
retribusi tidak secara nyata-nyata 
langsung menyatakan bahwa ia mengakui 
mempunyai utang retribusi kepada 
P81118rintah Oaerah. 

Pasal 15 s/d Pasal 19: Cukup jelas. 
ayat (2) 

Pasal 19 ayat (3) 

Pagal 20 

:: Yang dimaksud dengan menyampaikan hasil 
penyidikannya kepada Penuntut Umum 
adalah menyenthkan hasi l penyidi kan 
kepada Pemmtut Umum melalui Penyidik 
PolriM 
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Laac>iran: f>eraturan Oaerah 
Tingkat II Blora 
tentang Retribusi 
I Kebers.ihan. 

Kabupaten Oaerah -
HollOr J.8 1 ahun 1 ?98 

Pelayanan 11er;;,H1pahan 

TARIP RETRIBUSI PELAYAHAN PERSAHPAflAN/KEfJERSIHAN 

-------------- ----------------------.---------------------------------------------
NO. t KLASIFIKASI TENPAT I Qot.Ot4GAH USAHA: BESARNYA KETERANGt-tN I 

RETRIBUSI 
------------------------------- ----------------------------------------------------

l 2 3 4 -------__ ,_ -- --- - ..,, ..... -· - ,_ -- .. - ,,,. ,,..,_,.,,.. .... -~ .... ~- .,._, ~· ----•< --- -----------------------·- ---------- ----
l.. A. QOLONQAN RUNAH TAHQQA. 

1. Ruaah Kediaun di Ibu Kota 
Kabupaten. I 

I 

a. Klas I. Rp. 2.000,- I Per bull~. I 
I ' b. Klas II. t Rp. 1. 51)09- I Per bulari. I 

t I I 

c. Klas III. I Rp. 1.000, - I Per bulan. I 
I I I 

2. Ruaah Kedia•an di !bu Kota I Rp. 1. 500. ·• I Per bulari. I 
I t I 

Kecautan. I I 
I I 

a. Klas J. I Rp. L soo. - Per bt1lan. I 
I I I 

b. Klas II. I Rp. 1.000,- I Per bulari. ; 
I I ' c. a<las I II. I Rp. 750,- I Per bulan. I 
I • I 
I I I 
I ' I 

2. GOLONGAN USAHA. I I I 
I I I 

.1. Toko di lingkungan Pe•uki11an I Rp. 2.500, _I Per bulan • I 
I I I 

I 2. Toko di lingkungan Perdagi.rng-- : I I 
I I t 
I an Klas !. I Rp. 5.000. _, Per bulari. I 
I I I I 
I 3. Tof4.o di lingkungan Perdagar,g·· l I I 
I I ' ·• an Klas JI. • Rp. z.soo. -' Per bulan. I 
I I I I 
I 4. Toko df l ingkungan Perdagang-: I I 
I I I 
I an Klas III I Rp. L 500, ·~ I Per bulaq. I 
I I I I 
I 5. Ruaah dan Toko (Ruko). I Rp. :,.ooo. _, Per bulan. I 
I I I ~ 

't 6. Usaha Salon Kecantikan di ·Ibu! I I 
I I I 

' Kota K~ca.iaatan. I Rp. s.ooo. - I Per bulao. ' t I I t 
t 7. Us.aha S:ilon l<ecantfkan di -' ' I 
I I I • I o.,a. I Rp. 2. soo .. _, Per bulan. I 
I I • I 
I 8. Usaha f1<1tor.g RHtbut .. I Rp, :l. 000, - ' Per btJJ an. t 
I I t I 
I 9. Usaha Bi 11yard I Bowling I Rp. .10,. 000, 

_, Per bular1w I • I I I 
I 10. Usaha 8'1:ldun-g Olah Raga I Rp. 5.000, 

_, Per bulari. I I I 
I .u. Lisa ha Sengkel HobiL I Rp. lt). 000 I Per bular,. I I I 
I 12. Usaha a~ngkel Sepe~a Hotor. I Rp. s.ooo. .• I Per buhn .. I I I 
I 13. u~.aha Re1:,1:irasi Sepeda. ' Rp. L soo. .• I Per bula~ • I I I 
I 14. Usaha PN1ge l asa n. I Rp. 5.00(l, •• I Per bulan. l I I 

15. Usaha Portukangan Knyu. I Rp. .2.soo. _, 
Per bula~. I I 

16. Usaha R•Jlfl4h Pondokan. I Rp. 7.500, 
_, Per bula~. I I 

17. Us.ah.- Re$toran. I Rp. J0.000,. -' Per bulao. I I 

.rn. Usaha Rumah Nate.an • I Rp. 5.000, •. I Per bulan. I I 

' 19. Osaha War-ung Makanw I Rp. z.ooo. _, Per bulan. I I ' • 20. Usaha Ru11ah Bersalio di Kota. ! Rp. :50.000. -· I Per bulan. I I 
! 21. Usaha RUllah Bers.alin .. ~ Oesa.: Rf:,. ~.ooo.-: Per bulan. I t,,;: ,{ 

I :2"'> Usaha Apotik / Lab<nat I foko: I 
I .L. I 

• Obat. I Rp. :i .000. -' Per bultm. I I I ,. 1'T Usaha Ru11tah Waht. I Rp. 25.0()(). ... I ·Per b•dan. I J,,. ,_., .. I I , 24. Usaha 1]u<f1.rng. I Rp. 21),(}()0. -- ' Per t;,..11arL I I I 
I 25.~ Usaha l(er.a1aaian IJ11nrn1 a~r-~ifat! ' • 

Insident:il dan Ko1te rd al Ber-: I • sifat Bee.ar. I Rp. 2:,. QOO. -. Per bular,1. l t 



-----------·--------------------------------------------------------------------
l 2 3 4 

-------------------------------·---------------------------------------------------
' 26. Usaha Keraaaian Bersifat Hon , t 

' I I , Koaerdal. Rp. 10.000. .. I Per bulan. I 
t I I 

3. 
, QOLONQAN HOTEL. • I 
t I • I 1. Usaha Hotel Berbintang. Rp. 20.000. 

_, Per bulan. I 

' I I 
I ~ Usaha Hotel Nelati l H Rp. 15.000. -' Per bulan. I 
I ~- I I 
t 3. Usaha Hotel Helati lI Rp • .10.000 .. 

_, Per bulan. I 
I I I 
I 

◄. Usaha Hotel Kelati l Rp~ 7.500. 
_, Per buian. I 

I I I 

4~ I QOLQHQAN KANTOR DAN QUOANG. I I 
i· I t 
I 1. Usaha Kantor Peaerintahan. Rp. s.ooo,.-: Per bulan. t 

• I 
I 2. Kantor Pe■erintahan. Rp. 10.000. 

_, Per bulan. I 
I I I 

5. I QOLOHQAN INOUSTRI I I 
I ' t 
I .1. Industr:l Besar dan Henengah. Rp. so.ooo,-: Per bulan. I 
t I 

' 2 .. In<tustri Kec:il. t I 

• ' t 
I a. Industri Kecil Klas I. Rp. 25.000, _, Per bulan. t 
I I I 

' b. Indwtri Kecil Klas IL Rp. 10.000,-: Per bt.1lan. I 
I 

,. 
• c. Industri Kecil k!as. IIL Rp. 2.soo,-: Per bulan. t 
I I - t ' I I 

6 ,.. ' PASAR t 
• I I 

I a. Pedagang yang berjualan . ' .. I . I .. 1. Oiluar los/lapangan terbuka Rp. J.00, - I Sekali peabukaan pasar. I I 

' 2 ... Of dale■ los .. Rp. 100, - I Sekali p.-t>ukaan pasar. t I 

' 3. Oi toko Rp. 3.ooo,-: Per bulan. ,_ 
I 4 .. Oi warung. Rp • 100,-: Sekali peabukaan pasar. . , 
I s. Oi restoran/ruaah aakan. Rp. 100, - : Sekali pubukaan pasar. I 
t 6; Oi los daging. Rp. · 200. .., Sekali poabukaan pasar. I I 
I 7. Oi los basah. Rp. 100.-: Sekali pnbukaan pa~ar. ' ' b .. Hewan, binatang . ' I 
I . ' I 

\i 
t L Hewan besar ( kerba u. HP i , lrnda ! Rp. .200. -· Sekali pe,abukaan pasar. • I ,· .babi) tiap ekor. I I 
f I t 
t 2. Hew.a.rt kecil (do•ba, kaebing) , Rp. 100 • 

_, Sekali p~bukaan pasar. I • I. 
I tiap ekor. I I 
I I t 
I c. Untuk penjualan keli ling ( ang -· Rp. 100. 

_, Sekali pe•buk.aan pasar. I I I 
I kring ). I I 
t I I 
I d. Ookar/cikaf. I Rp. 100.-: Sehari. I ' ' •• Untuk usaha tengkulak ( pengan 

_, Rp. 100, 
_, Sekali peabU'kaan pa$ar. I 

I I I I e. I tingan) I I 
I t ' I I 

' ' 7. I TERMINAL. I I. 

' I . I 

- Warung/k:los. Rp. 100.-: Setiap hari. I 
I 

I 
,. 

I I 

-----------------------·----------------------·-----~---~--------·~----------------

' . -IIJ KEPALA DAERAH TINGKAT II 
~ •.,~ . BLORA .. 

ff 

., . 

WAHYU HARDJONO HAROJOPRAWIRO, MBA 
., 


